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ABSTRAK

Fenomena meningkatnya angka golput dalam pemilu menjadi salah satu
tantangan besar dalam demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Partisipasi
masyarakat dalam pemilu merupakan indikator utama kualitas demokrasi karena
menjadi wujud keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan
pemerintahan. Namun, di tengah kebebasan memilih, sebagian masyarakat memilih
untuk tidak berpartisipasi. Hal ini mendorong munculnya perdebatan mengenai
perlunya sanksi terhadap tindakan golput. Berbeda dengan Indonesia, Australia
menerapkan sanksi hukum bagi warga negara yang tidak memilih. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme sanksi golput antara
Indonesia dan Australia, serta menganalisis relevansi penerapan sanksi tersebut
dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, komparatif, dan empiris.
Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait sanksi golput di Indonesia dan Australia. Pendekatan
komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan sanksi dan partisipasi
pemilih di kedua negara. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui
studi data sekunder dari lembaga resmi seperti KPU, AEC, dan berbagai survei
partisipasi publik. Ketiga pendekatan ini dianalisis dalam kerangka teori siyasah
syar’iyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi golput di Australia
berkontribusi pada meningkatnya partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi
hasil pemilu. Sementara itu, ketiadaan sanksi di Indonesia menjadi salah satu faktor
tingginya angka golput, baik karena alasan administratif maupun ideologis. Dalam
perspektif siyasah syar’iyyah, sanksi golput dapat dibenarkan sebagai bentuk ijtihad
untuk menjaga kemaslahatan umat dan mendorong keterlibatan rakyat dalam
menentukan pemimpin. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan
pendekatan yang lebih tegas terhadap golput, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Golput, Sanksi Hukum, Siyasah Syar’iyyah,p
Indonesia-Australia
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ABSTRACT

The rising phenomenon of voter abstention (known as "golput") in general
elections poses a serious challenge to the quality of modern democracy, particularly
in Indonesia. Public participation in elections is a core indicator of democratic
health, reflecting citizens’ involvement in shaping governmental direction and
leadership. While voting is a civic right, increasing abstention rates have sparked
debate on whether legal sanctions should be imposed. Unlike Indonesia, Australia
enforces compulsory voting with legal consequences for noncompliance. This study
aims to compare the mechanisms of abstention sanctions in Indonesia and Australia,
and to analyze the relevance of sanction policies within the framework of Islamic
political theory (siyasah syar’iyyah).

This research applies theories of political participation, democracy, and
siyasah syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah emphasizes that political authority must
serve public welfare, justice, and accountability. From this perspective,
participating in leadership selection is a collective obligation to ensure just
governance. The concept stresses that citizens must take active roles in public
affairs—including elections—as part of their religious and societal responsibility.
This study uses normative, comparative, and empirical approaches. The normative
approach analyzes legal frameworks on voting sanctions in Indonesia and Australia.
The comparative approach highlights differences and similarities in voter behavior
and policy implementation between the two countries. The empirical approach
evaluates statistical data and survey findings from institutions such as the General
Election Commission (KPU) and the Australian Electoral Commission (AEC). All
data is interpreted through the lens of siyasah syar’iyyah to assess alignment with
Islamic principles.

The results show that Australia’s legal sanctions have significantly boosted
voter participation and strengthened electoral legitimacy. In contrast, the lack of
sanctions in Indonesia contributes to persistent abstention, both for administrative
and ideological reasons. From the perspective of siyasah syar’iyyah, implementing
sanctions for abstention can be justified as a form of political ijtihad to preserve
public interest (maslahah). Therefore, Indonesia may consider more assertive
policies to encourage electoral participation while maintaining democratic values
and human rights.

Keywords : Political Participation, Voter Abstention, Legal Sanctions, Siyasah
Syar’iyyah, Indonesia—Australia
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MOTTO

Listen, I've been pretty fortunate. And if I've been underrated, it's
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan
"kratos" yang berarti kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi berarti
"kekuasaan rakyat," yang menunjukkan sistem pemerintahan di mana
kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, warga negara
memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik,
termasuk memilih wakil mereka untuk mengelola negara. Prinsip-prinsip
dasar demokrasi meliputi kebebasan berbicara, hak untuk memilih dan
dipilih, persamaan di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.
Demokrasi yang ideal memiliki sejumlah ciri penting, di antaranya adanya
partisipasi efektif, persamaan suara (equality in voting), pemahaman yang
memadai (enlightened understanding) atas isu-isu politik, kendali rakyat
atas agenda politik, dan inklusi masyarakat dalam proses politik. Dahl juga
menyebutkan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi
juga soal menjaga hak-hak warga negara dan memastikan adanya

akuntabilitas dari pihak penguasa.’

! Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. Yale University Press.



Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya
pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya,
tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu
negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin
oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan
secara berkualitas. Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang
mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga
perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa
berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu
kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu
terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa
berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang
berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang
sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara

pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi.

Pemilu merupakan elemen esensial dalam demokrasi perwakilan.
Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme di mana rakyat secara berkala
memilih pemimpin atau wakil yang akan menjalankan pemerintahan.
Pemilu memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik,

menentukan arah kebijakan, serta mengontrol kekuasaan pemerintah

2 Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”Jurnal
Konstitusi, Vol. II: 1, (Juni 2009)hlm 38



melalui pilihan suara mereka. Tanpa pemilu yang adil dan bebas, demokrasi
tidak dapat berjalan secara efektif karena kedaulatan rakyat tidak dapat
direalisasikan. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbarui
legitimasi pemimpin dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab
kepada rakyat. Dalam hal ini, pemilu menjadi instrumen utama dalam
menjaga agar pemerintahan tetap demokratis, terbuka, dan akuntabel.
Pemilu di Indonesia sendiri dilaksanakan lima tahun sekali, Pemilihan
Umum (Pemilu) di Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun 1995,
setelah proklamasi kemerdekaan. Sementara Pemilu terakhir pada tahun
2019 lalu. Adapun Pemilu selanjutnya yang terakhir digelar pada tahun
2024.

Sejak Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, perjalanan pemilu
di Indonesia mencerminkan perkembangan sistem politik dan demokrasi
di negara ini. Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada masa
Demokrasi Parlementer, di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap,
menggunakan sistem proporsional. Pemilu ini terdiri dari dua tahap, yakni
pemilihan anggota DPR pada 29 September dan Dewan Konstituante pada
25 Desember 1955. Saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno

dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.?

3 KPU “Pemilu Dalam Sejarah” https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-
sejarah
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Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, sistem politik bergeser dari
parlementer ke demokrasi terpimpin, dan pemilu baru dilaksanakan lagi
pada tahun 1971 saat era Orde Baru. Selama periode ini hingga tahun 1997,
pemilu diadakan secara rutin setiap lima tahun, tetapi didominasi oleh tiga
partai utama yang didukung pemerintah: Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu
selama masa Orde Baru dianggap kurang demokratis karena keterlibatan

negara yang sangat kuat dalam mengendalikan partai dan pemilih.

Pemilu pertama pada era Reformasi dilaksanakan pada 1999 dengan
sistem perwakilan proporsional yang diikuti oleh 48 partai politik. Periode
ini menandai dimulainya demokrasi yang lebih terbuka, dengan pemimpin
yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah Presiden BJ. Habibie,
Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih melalui MPR.
Pemilu 2004 menjadi tonggak baru karena rakyat untuk pertama kalinya
memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka, yang pada akhirnya

dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.*

Pemilu selanjutnya pada 2009, 2014, dan 2019 menerapkan sistem
serentak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Pada Pemilu 2014,
Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden bersama Jusuf Kalla
sebagai Wakil Presiden. Kemudian, pada Pemilu 2019, Jokowi terpilih

kembali dengan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Pemilu 2024 yang

4 Ibid



diselenggarakan serentak pada 14 Februari, dengan persiapan yang telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga
keberlangsungan demokrasi langsung di Indonesia. Mahkamah Konstitusi
akhirnya memutuskan mempertahankan sistem proporsional terbuka
sebagai sistem pemilu yang akan diterapkan di dalam Pemilu 2024. MK
menolak permohonan sejumlah kader partai dan bakal calon anggota
legislatif untuk mengubahsistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau
coblos partai. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan

konstitusi yang mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.’

Rangkaian pemilu ini menunjukkan transformasi penting dari sistem
politik yang beragam, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi
terpimpin, hingga demokrasi langsung yang melibatkan partisipasi langsung
rakyat. Meskipun begitu problematika yang selalu bermunculan dalam
setiap Pemilu yang diadakan di Indonesia adalah meningkatnya persentase
golput di setiap pemilu, pada 1955, angka mencapai hampir 13 persen
,sedangkan Pemilu 1971 jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 6,67
persen. Tingginya angka Golput pada tahun 1955 dibandingkan dengan
Pemilu 1971 dimungkinkan karena Pemilu 1955 merupakan pemilu
pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tahun periode tersebut angka buta

huruf di Indonesia juga masih sangat tinggi.

5> YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA, SUSANA RITA KUMALASANTI
“Pemilu 2024 Tetap Gunakan SistemProporsional Terbuka”. Kompas.id 15 Juni 2023 16:47 WIB,
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/pemilu-2024-tetap-gunakan-sistem-
proporsional-terbuka
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Meskipun pada tahun 1971, Orde Baru melakukan kebijakan
pembangunan secara signifikan yang salah satunya diwujudkan dengan
pemberantasan buta huruf melalui pendirian Sekolah Dasar Inpres (SD
Inpses), namun jumlah Golput dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya
bukannya turun justru tambah naik. Pada Pemilu 1977 misalnya jumla h
Golput naik menjadi 8,40 persen dan 9,61 persen pada Pemilu 1982.Angka
ini kemudian sedikit turun pada Pemilu 1987 menjadi 8,39 persen.Pada
Pemilu 1992, angka Golput mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar
9,05 persen, dan pada Pemilu 1997 sebesar 12,07 persen. Angka tersebut
terus meningkat pasca reformasi, misalnya pada Pemilu 1999 angka Golput
mencapai 10,4 persen, sementara pada Pemilu 2004 sebesar 23,34 persen.®
Selain itu, pada pemilu 2009 angka Golput dalam pemilihan legislatif
mencapai 29,01 persen dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77 persen.
Dari angka tersebut sepanjang era reformasi angka golput telah mampu
mengalahkan partai pemenang pemilu, baik dalam pemilu legislatif maupun
dalam pemilihan presiden.

Besarnya angka ketidakhadiran pemilih pada Pemilu 1977 di atas
sangat mungkin dipengaruhi oleh imbauan para pendukung Golput pada

awal dekade 70-an agar para pemilih Indonesia tidak menggunakan hak

® Data litbang Kompas yang sudah diolah dan dilengkapi dengan data KPU



suaranya, baik melalui cara menusuk lebih dari satu tanda gambar, tidak
mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) maupun menusuk bagian putih

dari kartu suara.

Golput, atau golongan putih, adalah fenomena yang sudah lama ada
di Indonesia. Sebelum Pemilu 1971, istilah "golput" pertama kali digunakan
selama Orde Baru.’ Sejumlah aktivis mahasiswa yang kecewa dengan
situasi politik saat itu dan tidak percaya pada partai-partai yang bertanding
melakukan protes dengan meminta orang-orang untuk mencoblos bagian
putih pada surat suara daripada tanda gambar partai. Istilah "golongan
putih", atau "golput", berasal dari istilah ini. Berawal dari kritik terhadap
praktik politik Orde Baru yang dianggap tidak demokratis, di mana pemilu
hanyalah formalitas untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Ini
awalnya berfungsi sebagai simbol, tetapi istilah "golput" terus digunakan
untuk menyebut kelompok orang yang memilih untuk tidak menggunakan
hak pilihnya. ®

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah
golput dari masa ke masa. Pertama, peningkatan jumlah golput terkait
dengan ketidakpuasan terhadap parpol. Parpol dianggap hanya berorientasi
kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kedua,
golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. Golput lebih

banyak karena persoalan administratif, seperti tidak terdaftar atau jumlah

7 Saefulloh. “Sejarah Golput di Indonesia.” Kompasiana, 20 April 2019.
8 Tempo.co. “Arief Budiman dan Lahirnya Golput di Pemilu 1971.” Tempo, 23 April 2020.



suara yang tidak sah.’

Golput yang dimaksud di sini memang ada dua,golput administratif
dan ideologis.Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih
karena alasan politis, sedangkan Golput administratif lebih karena tidak
terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah. Pada masa Orde Baru,
tumbuhnya kelompok golput lebih bersifatgerakan protes terhadap sistem
dan kebijakan politik dari rezim yang ada!®. Setidaknya terdapat tiga
kebijakan politik pemerintah Orba yang dinilai oleh hampir seluruh
pendukung golput pada masa itu sebagai penghambat demokratisasi politik.
Pertama, adanya kebijakan massa mengambang, yaitu dengan membatasi
kepengurusanpartai politik ditingkat kabupaten/kota madya. Secara konsep,
kebijakan massa mengambang cukup baik, yakni memberikan kebebasan
pada warga untuk berafiliasi dengan partai politiknya. Namun,
implementasi kebijakan massa mengambang di Data litbang Kompas yang
sudah diolah dan dilengkapi dengan data KPU.

Berbeda dengan Indonesia, Australia telah menerapkan sistem
pemungutan suara wajib—juga dikenal sebagai pemungutan suara wajib—
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kawasan 1918 sejak tahun
1924. Ini berbeda dengan Indonesia, yang tidak mengenakan sanksi bagi
warganya yang tidak memilih. Aturan ini diberlakukan setelah tingkat

partisipasi pemilih yang sangat rendah pada pemilu sebelumnya, yaitu

9 Sri Yanuarti. “Golput dan Pemilu di Indonesia.” Jurnal Penelitian Politik, BRIN, 2019.
19 Tempo.co. “Arief Budiman dan Lahirnya Golput di Pemilu 1971.” 23 April 2020.



hanya sekitar 59%. Sejak adanya kewajiban tersebut, partisipasi pemilih di
Australia telah meningkat secara signifikan, mencapai 90 hingga 95 persen
selama setiap pemilu nasional.!!

Otoritas pemilu Australia (AEC) akan mengirimkan surat
pemberitahuan kepada warga negara yang terdaftar namun tidak hadir di
tempat pemungutan suara tanpa alasan sah. Pemilih diberi kesempatan
untuk memberikan penjelasan tentang mengapa dia tidak hadir atau
membayar denda administratif sebesar AUD 20. Suatu kasus dapat diajukan
ke pengadilan jika denda ini tidak dibayar dan alasan yang diberikan
dianggap tidak memadai. Pelanggar dapat dikenakan denda lebih tinggi di
tingkat pengadilan, yaitu hingga 1 unit denda, atau sekitar AUD 222,
ditambah biaya perkara. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukuman
tambahan seperti kerja sosial atau ancaman kurungan dapat dikenakan.'?

Sebagai tambahan pada pemilu federal, beberapa negara bagian dan
teritori Australia memiliki sanksi yang berbeda, masing-masing dengan
denda yang berbeda. Misalnya, denda awal di New South Wales sekitar
AUD 55 dan dapat meningkat jika kasus masuk pengadilan, sementara di
Victoria sekitar AUD 83. Di South Australia, denda bahkan bisa mencapai
AUD 104 karena ada denda khusus untuk dana korban kejahatan.'?

Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena beberapa daerah

1 Dannielle Maguire, “What happens if I don't vote in the election? What are the penalties? ”
https://www.abc.net.au/news/2025-05-02/is-voting-compulsory-fines-penalties. Diakses 21 Agustus 2025

12 https://www.aec.gov.au/About_ AEC/Publications/backgrounders/compulsory-voting.htm
diakses 21 agustus 2025

13 sydneycriminallawyers.com.au.
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menetapkan denda yang relatif kecil, seperti Northern Territory, yang hanya
menetapkan denda AUD 25. Data menunjukkan bahwa sekitar 92 persen
penduduk daerah mengabaikan denda karena dianggap terlalu ringan untuk
memberi efek jera.!*

Meskipun terdapat variasi antarwilayah, sistem pemungutan suara
wajib di Australia terbukti mampu menjaga angka partisipasi pemilih tetap
tinggi. Hal ini memperlihatkan bagaimana sanksi golput berperan penting
dalam memperkuat legitimasi demokrasi dan memastikan hasil pemilu
benar-benar mewakili suara mayoritas rakyat'?

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi golput yang
ada di australia dengan judul “SANKSI GOLPUT DALAM PEMILU DI

INDONESIA : STUDI BANDING SANKSI GOLPUT DI AUSTRALIA”.

B. Rumusan Masalah
Penelitian in1 memiliki rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu di
Australia & Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu di

Australia dan Indonesia dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah?

14 https://www.couriermail.com.au/search-results?q=fail+to+pay+election-+fineftop diakses 21
Agustus 2025, 03.16PM

15 https://www.teenvogue.com/story/australia-mandatory-voting diakses 21 Agustus 2025.
03.18PM
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C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :

a) Untuk mengetahui perbandingan antara sanksi golput yang ada di

b)

Indonesia dan di Australia
Untuk mengetahui sanksi golput dalam perspektif Siyasah

Syar’iyyah

2. Kegunaan Penelitian:

a)

b)

Kegunaan Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang konsep golput (golongan putih) dan dampaknya
terhadap demokrasi di Indonesia dan Australia. Dari penelitian yang
dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas
wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi
masyarakat, serta dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang
ilmu ketatanegaraan.

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta proyeksi
pada masyarakat terkait dampak kurangnya partisipasi politik

terhadap demokrasi negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur terkait topik “Sanksi Golput dalam

Pemilu di Indonesia : Studi Banding Sanksi Golput di Australia” penulis
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penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut di
antaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu
Hukum, Volume 1, Nomor2, Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Asosiasi
peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia dan ditulis oleh Rizki Maulana
Syafei, Ikram Ibrahim, Nabila Rizq Wildanbati dengan judul “Penjatuhan
Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik
dalam Pemilu yang Harmonis” yang mengkaji permasalahan penegakan
hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus
pada penghukuman bagi perilaku golput yang tidak memilih dan tidak
datang ke TPS. Latar belakang penelitian ini adalah kekosongan hukum
yang timbul dari sistem penegakan hukum pemilu saat ini, yang ditandai
dengan naik turunnya tingkat golput yang terjadi '®. dalam penelitian
sebelumnyaterdapat persamaan yaitu membandingkan sanksi golput yang
ada di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dalam penelitian sebelumnya
penulis mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput
dalam pemilu di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis
membahas tentang perbandingan mekanisme pemberian sanksi golput yang
ada di Indonesia dan Australia.

Kedua, Artikel Jurnal GANESHA CIVIC EDUCATION

16 Rizki Maulana Syafei, Ikram Ibrahim, Nabila Rizq Wildanbati. “Penjatuhan
Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang
Harmonis” Prosiding Seminar Nasional [lmu HukumVolume 1, Nomor2, Tahun 2024, him 20
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JOURNAL Volume 3 Issue 2 October 2021 yang diterbitkan oleh
Universitas Pendidikan Ganesha danditulis oleh Ketut Andita Pratidina
Lestari yang berjudul  “Semakin Meningkatnya Persentase Golput
Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif
Hukum dan HAM” yang menganalisis mengenai naik turunya persentase
golput dalam pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun, yang dapat digunakan
penulis untuk mengkaji perbandingan dengan pemilu di Australia.

Ketiga, Kompilasi Jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara yang
diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan ditulis oleh
SYAFIQ RAMDHANI yang berjudul “Perbandingan Sistem Pemilu Antara
Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia” yang mengkaji
perbandingan sistem pemilu yang ada di Indonesia dan Australia. Perbedaan
dari penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini sedang mengkaji
mekanisme sanksi yang ada di kedua negara sedangkan peneliti sebelumnya
mengkaji sistem pemilu di kedua negara.

Keempat, Jurnal Penelitian Politik yang diterbitkan oleh BRIN
(Badan Riset dan Inovasi Nasional) ditulis oleh Sri Yanuarti yang berjudul
“Golput dan Pemilu di Indonesia” yang mengkaji masalah banyak
masyarakat yang masih tidak berpartisipasi dalam politik, sehingga dapat
mengurangi kinerja demokrasi dalam negara Indonesia, dari penelitian
terdahulu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai alasan masyarakat
yang golput, sehingga menjadi faktor utama meningkatnya persentase

golput yang ada di setiap pemilu di Indonesia.
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E. Kerangka Teori
Dalam kerangka teori untuk membahas sanksi terhadap golput (tidak
memilih) dalam pemilu di Indonesia dan melakukan studi banding dengan
Australia, terdapat beberapa konsep dan teori yang perlu dijelaskan.
Kerangka ini akan membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan
tentang sanksi terhadap golput diterapkan di keduanegara, serta melihat
relevansinya terhadap partisipasi politik.
1. Teori Demokrasi
Menurut etimologi, kata "demokrasi" berasal dari kata Yunani
"demos", yang berarti rakyat, dan "kratos", yang berarti kekuasaan
atau kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi berarti pemerintahan oleh
rakyat di mana rakyat memegang otoritas tertinggi dan menjalankan
pemerintahan langsung melalui wakil-wakil yang dipilih melalui
sistem pemilihan bebas. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi
adalah sistem politik dan ketatanegaraan terbaik. Proses pemikiran
dan reformasi politik di berbagai negara mencapai kesimpulan bahwa
demokrasi adalah opsi terbaik dari berbagai opsi.'’
Oleh karena itu, pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi,
efek golput terhadap kualitas demokrasi, dan perbandingan kebijakan
antara Indonesia dan Australia tentang partisipasi politik dan

penerapan sanksi didasarkan pada teori demokrasi.

17 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196
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2. Teori Partisipasi Politik

Individu yang terlibat dalam politik pada berbagai tingkatan
sistem politik disebut partisipasi politik. Sosialisasi politik dianggap
sebagai penyebab partisipasi politik, menurut Michael Rush dan
Philip Althoff. Namun, penting untuk diingat bahwa sosialisasi politik
juga dipengaruhi oleh partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik,
sosialisasi politik tidak mungkin terjadi. Partisipasi politik juga dapat
didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk
memilih pemimpin mereka dan memengaruhi kebijaksanaan umum.
Mereka sadar akan kewajiban mereka sebagai bangsa satu negara
terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan.

Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi
politik, yang merupakan upaya mengumpulkan massa untuk
mendukung kepentingan golongan politik yang berkuasa. Mobilisasi
politik dapat digambarkan sebagai sejumlah besar orang yang
digerakkan oleh golongan politik tertentu untuk mendengarkan pidato

politik di rapat umum, atau untuk mengacaukan kedutaan asing.'®

3. Teori Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar'iyyah berasal dari kata Syara'a, yang berarti

sesuatu yang bersifat Syar'i atau politik atau peraturan yang bersifat

18 Rafael Raga Maram, Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta: PT Rineka Clpta, 2007). Hal 147
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Syar'i. Menurut Ibnu Akil, itu adalah tindakan yang secara praktis
membawa orang dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan. Dari definisi siyasah yang diberikan Ibnu 'Aqail

sebelumnya, ada banyak pengertian yang tersedia. Yaitu:

a. Pertama, bahwa kebijakan atau tindakan politik dilakukan untuk
kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa politik
dilakukan dalam konteks masyarakat, dan mereka yang
membuat kebijakan pasti memiliki otoritas untuk mengarahkan

publik.

b. Kedua, Publik mengadopsi dan mengikuti kebijakan sebagai
alternatif dari beberapa pilihan yang tujuannya adalah untuk
mendekatkan diri pada kemaslahatan bersama dan mencegah
keburukan. Ini adalah karakteristik khas dari politik yang penuh

dengan cabang dan pilihan.

c. Ketiga, Siyasah berada dalam wilayah ijtihadi, yaitu urusan
publik di mana dalil gath'i dari al-Qur'an dan Sunnah berada di
luar otoritas imam kaum muslimin. Pendekatan qiyas dan
maslahat mursalah sering digunakan dalam siyasah karena
merupakan wilayah ijtihadi. Oleh karena itu, dasar utama dari
adanya siyasah Syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat
Islam diturunkan untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan
menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun metode

yang digunakannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam
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alQur'an dan Sunnah.'

Adapun Siyasah Syar*“iyyah dalam arti ilmu adalah bidang
studi yang menyelidiki bagaimana pemerintah mengatur urusan
masyarakat dan negara, termasuk segala bentuk hukum, aturan,
dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang memegang
kekuasaan negara untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
Wahyu Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama siyasah
syar'iyah, menurut kenyataannya. Kedua sumber inilah yang
digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk membuat undang-
undang yang mengatur kehidupan nasional. Namun, sumber atau
acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga ada pada
manusia dan lingkungannya sendiri, karena kedua sumber
tersebut sangat terbatas. Perkembangan masyarakat selalu
berubah. Pendapat ahli, yurisprudensi, pengalaman, dan warisan

budaya adalah beberapa contoh sumber.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penulis ketika menyusun penelitian ini menggunakan jenis
penelitian ini Hukum normatif. Sebagaimana dijelaskan E. Saefullah

Wiradipradja Penelitian hukum adalah penelitian yang menciptakan

19 A.Djazuli, Figh Siyasah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),
29
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standar positif sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian hukum
juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis yang bertujuan
untuk mengkaji dan membangun tatanan hukum positif yang tertata

secara rasional .2’

G. Sifat Penelitian

1. Sifat penelitian
Deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini berfokus pada
penjelasan sistematis yang berkaitan dengan materi atau hasil aktual
yang diperoleh selama proses penelitian®', maka akan dilakukan
pengolahan data dan melakukan analisia dengan teori yang
digunakan

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai isu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif, komparatif, dan empiris untuk mengkaji sanksi golput
dalam pemilu di Indonesia dan Australia. Pendekatan normatif
digunakan untuk menganalisis regulasi dan peraturan hukum yang
mengatur sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
di kedua negara, dengan landasan kerangka teori siyasah dusturiyah

untuk memahami kebijakan politik menurut perspektif hukum

20 Muhaimin‘“MetodePenelitianHukum”,Mataram:MataraUniversity Press,2020.him. 76.

2l Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),
hlm.6
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Islam. Pendekatan komparatif diterapkan guna membandingkan
perbedaan dan persamaan dalam kebijakan sanksi golput antara
Indonesia dan Australia, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor
politik, sosial, dan hukumyang mendasari variasi penerapan sanksi
ini.

3. Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan
menganalisis bagaimana sanksi golput ini diterapkan dalam praktik
nyata di lapangan, dengan mengkaji data, survei, dan wawancara
yang menunjukkan efektivitas sanksi dalam mempengaruhi
partisipasi pemilih di masing-masing negara. Pendekatan-
pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai efektivitas dan dampak sanksi golput dalam
sistem pemilu kedua negara.

4. Sumber Penelitian

a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan
mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan
dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
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Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
3) COMMONWEALTH ELECTORAL ACT 1918 -
SECT 245
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum
yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan
hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun
penelitian ini sebagai berikut:
1) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
2) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
3) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data melalui pendekatan normatif, komparatif,
dan empiris dengan interpretasi siyasah syar’iyyah. Analisis normatif
dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan terkait sanksi
golput di Indonesia dan Australia, serta mengevaluasinya dalam perspektif
hukum politik Islam. Pendekatan komparatif membandingkan kebijakan
sanksi golputkedua negara untuk memahami perbedaan dalam latar sosial,
politik, danbudaya yang mendasarinya.

Melalui analisis empiris, penelitian juga mengeksplorasi data dari survei dan
statistik pemilu terkait tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat tentang
sanksi. Data ini dianalisis untuk melihat pengaruh sanksi golput pada

partisipasi pemilih di kedua negara. Interpretasi menggunakan teori siyasah
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syar’iyyah menyoroti kesesuaian sanksi golput dengan prinsip keadilan dan

tanggung jawab dalam hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman

yang komprehensif tentang efektifitas kebijakan ini bagi Indonesia.
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang
disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka,
kerangkat teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam
penelitian ini yakni Teori Demokrasi, Teori Partisipasi Politik dan Teori
Siyasah Syar’iyyah.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang perbandingan
partisipasi masyarakat dalam pemilu yang ada di Indonesia dan di
Australia.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait
perbandingan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang ada di Indonesia
dan di Australia dengan pisau analisis demokrasi yang melingkupi
partisipasi politik dan siyasah syar’iyyah

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau

rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai partisipasi

masyarakat dalam pemilu di Indonesia dan Australia, serta analisis dari

sudut pandang siyasah syar'iyyah, menghasilkan beberapa kesimpulan

umum yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang dibahas dalam

skripsi ini.

1.

Partisipasi Pemilu di Indonesia dan Australia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki
pendekatan yang berbeda dalam memandang hak pilih warganya. Di
Indonesia, hak untuk memilih masih dianggap sebagai hak konstitusional
setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi liberal dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap orang bebas
memilih untuk menggunakan hak mereka untuk memilih. Namun, ini
mengakibatkan angka golput yang tinggi. Misalnya, pada Pemilu 2009,
tingkat partisipasi hanya sekitar 70%, dengan golput mendekati 30%. Pada
Pemilu 2014, angkanya lebih buruk, dengan hampir sepertiga pemilih
tidak hadir ke TPS. Namun, pada Pemilu 2019 dan 2024, partisipasi
kembali naik ke kisaran 81%, meskipun masih ada sekitar 40 juta pemilih
yang golput. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di

Indonesia masith berubah-ubah, sebagian besar dipengaruhi oleh
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administrasi, kepercayaan terhadap partai politik, dan sikap apatis

sebagian masyarakat.

Sebaliknya, sistem voting yang diwajibkan telah ada di
Australia sejak tahun 1924. Setiap warga negara yang memenuhi syarat
wajib hadir di TPS pada hari pemilu sesuai dengan Undang-Undang
Pemilihan Kawasan 1918. Pemilih yang tidak hadir tanpa alasan sah akan
dikenakan denda dan sanksi administratif. Meskipun sanksi ini sederhana,
mereka berhasil mendorong partisipasi politik yang lebih besar. Tingkat
partisipasi di Australia selalu di atas 90% dalam setiap pemilu, menurut
data. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib pilih berhasil menjaga
stabilitas demokrasi dan legitimasi politik.

Oleh karena itu, ada perbedaan besar antara Indonesia dan
Australia tentang hak pilih. Indonesia menganggapnya sebagai hak
individu yang dapat digunakan secara bebas, sementara Australia

menganggapnya sebagai kewajiban hukum untuk dilakukan.

Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap Partisipasi Pemilu

Menurut perspektif siyasah syar'iyyah, partisipasi masyarakat dalam
pemilu dan proses pemilihan dianggap sebagai bagian dari mas'uliyyah
jama'iyyah (tanggung jawab kolektif) untuk menjaga kemaslahatan umat.
Pemilihan adalah cara untuk memilih orang yang amanah, adil, dan
berpengalaman untuk memimpin negara. Oleh karena itu, tingkat

partisipasi yang rendah atau tingkat golput yang tinggi dapat dianggap
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sebagai bentuk mafsadah (kerusakan) karena melemahkan legitimasi
pemimpin yang terpilih.

Prinsip la ikraha fi al-din (tidak ada paksaan dalam agama)
disesuaikan dengan sistem Indonesia yang memberikan kebebasan penuh,
sehingga tidak mungkin untuk memaksa seseorang untuk melakukan
keputusan politik. Namun, menurut siyasah syar'iyyah, ijtihad kebijakan
dapat dilakukan untuk menekan jumlah golput jika kebebasan tersebut
menghasilkan delegitimasi politik.

Sistem di Australia yang mewajibkan voting dengan
konsekuensi hukum dapat dianggap sejalan dengan magashid syariah,
terutama hifdz al-maslahah al-‘ammah (menjaga kemaslahatan umum).
Untuk menjaga stabilitas politik, partisipasi tinggi memberikan legitimasi
kepada pemimpin yang terpilih. Dalam siyasah syar'iyyah, paksaan
dibenarkan karena tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih
besar, yaitu apatisme politik dan kehilangan legitimasi demokrasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, selama kedua sistem
membawa manfaat, baik sistem Indonesia maupun Australia dapat
dibenarkan. Namun, di Indonesia, yang masih menghadapi angka golput
yang tinggi, siyasah syar'tyyah memungkinkan ijtihad kebijakan yang

lebih tegas, meskipun tidak harus sama dengan sistem Australia.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan

dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait peningkatan partisipasi pemilu di

Indonesia.

1

Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan Pemerintah)
Pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus meningkatkan elemen
administratif dan teknis, terutama dalam hal pembuatan Daftar Pemilih Tetap
(DPT). Di Indonesia, banyak golput karena alasan administratif, seperti nama
yang tidak terdaftar di DPT atau kesulitan mendapatkan TPS. Selain itu, perlu
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi pemilu, terutama kepada
pemilih pemula, generasi muda, dan kelompok marginal. Untuk mendorong
orang lebih banyak untuk menggunakan hak pilihnya, pemerintah juga dapat
mempertimbangkan untuk memberikan insentif administratif, seperti
menggabungkan partisipasi pemilu dengan layanan publik tertentu.

Bagi Partai Politik

Partai politik harus memperbaiki citra dan kinerja mereka di mata masyarakat.
Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah golput di
Indonesia adalah hilangnya kepercayaan terhadap partai politik. Partai
seharusnya lebih fokus pada pendidikan politik, pengangkatan kader yang baik,
dan komunikasi politik yang efektif dengan masyarakat. Oleh karena itu,
masyarakat tidak kecewa atau apatis; sebaliknya, mereka percaya bahwa
suaranya akan memengaruhi kebijakan negara.

Bagi Masyarakat

Golput tidak akan memperbaiki keadaan, tetapi dapat memperlemah posisi rakyat

dalam demokrasi. Masyarakat harus menyadari bahwa memilih dalam pemilu
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bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral. Partisipasi aktif dalam
pemilu adalah cara untuk memastikan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan
pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Studi banding yang dilakukan di Indonesia dan Australia masih merupakan satu-
satunya fokus penelitian ini. Untuk melihat bagaimana sanksi golput diterapkan
di negara-negara lain yang juga menerapkan sistem wajib suara, peneliti
berikutnya dapat memperluas penelitian mereka. Selain itu, sangat penting untuk
melakukan penelitian empiris tentang motivasi untuk golput di kalangan generasi

muda atau menganalisis hubungan antara partisipasi pemilu dan media sosial.
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